
Menimbang

Mengingat

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 12 TAHUN 2A2O

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 202 1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201,4 tentang
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mdngajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumeq-
dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Ralryat
Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan
bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Ke{a
Pemerintah Daerah Tahun 2A2l yang dijabarkan dalam
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati
bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

c. bahwa berdasarkan perLimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan hur-uf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentalg Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2A2l;

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 7945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah {Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pqiak Bumi
Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak



Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan l'embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penl-elen gg^iu;, Negara Yang .-Bersih Dan Bebas Dari

Korupsi,Kolusinan-Nepotisme-(Lembaran-NegaraRepubllik
Ind.onesiaTahunlgggNomorTSTambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Norror 3B5t);

5"Und.ang-UndangNomorlTTahun2003tentangKeuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan LmUarin Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2A04 tentang
perbendatraraai Negara ilembaran Negara Republik

Indonesia Tahun zao+ Nomor 47 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a955);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2ao4 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(I-emL'aran Negara Republik Indonesia Tahun 2aa4 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4a00);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AA4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2aa4 Nomor LA4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a421\;

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aa3$;

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang Pajak
Daerah Dan RetriLrusi Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AA9 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);

1 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 29ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lemkraran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lemtraran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2?ll tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembarafl Negara Republik
Indonesia Tahun 2Al9 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL4 Nomor 244, TamLrahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
treberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor I
Tahun 2Oi5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Ked.udukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran i\"g*.* Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor Zto, iambahan-t-embaian Negara Republik Indonesia

Nomor aA2$;

14'PeraturanPemerintahNomor23Tahun2005tentang
Pengeiola*., Ii"ru'ngan Bad"an Layanan ]jmum (Lembaratr

Negara n.plrnrut 
"lnd'onesia Tahun 2005 Nomor 48'

Tamhrahan Lembaran Negara RepuLrlik Indonesia Nomor

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

pemerintah fiomor T4 Tahun 2012 tentang perubahan atas

peratr-rran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan La,vanan Umum fl,embaran
Negara Republik 

-Ind'onesia Tahun 2012 Nomor 171 ,

TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor
53a0);

ls.PeraturanPemerintahNomor55Tahun2005tentangDana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a575\;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 201o tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran

Negara nepuutit< Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan Dan Penerapan standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesia
Nomor a585);

18" Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
pedeiman Pembinaan Dan Pengarvasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (l,embaran Negara Republik indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a592);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20A6 tentang
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a67a\

20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2AA7 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan RakS,at Daerah Dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masl,'arakat (Lembaran Negara Republik indonesia Tatrun
2AA7 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4093);



21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah {l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 5161);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2ala tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20 1 0 Nomor 123, Tambahan
LemLraran Negara Republik indonesia Nomor 5165);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
pinjaman Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

24. Peratrlran Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ay2
Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272).

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dew'an
penvakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun ZAfi Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

26" Peratllran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Al9 tentang
Pengeloiaan Keuangan Daerah (tembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Repuirlik indonesia Nomor 6322);

27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

2g" Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2O2A tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2A2A Nomor 57);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Purbralingga (Lembaran Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30J;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2AA6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Ol1
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaam
Keuangan Daerah;

31. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2A21 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nornor BBB);



Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEWAKII-AN RAXYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALiNGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

PERATIJRAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2O2 1.

Pasal I

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahun Anggaran 2O2l berjumiah
Rp2.028.994.O39.0OO,O0 terdiri atas pendapatan daerah,
belanja daerah, dan pembia3'aan daerah dengan rincian
sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah Rp1.975.765.7A2"A00,00

b. Belanja Daerah Rp2.016.926.613'OOO.0O

DefisitlSurplus Rp. 41.760-91 1-OOO"OO

c. Pembiayaan Daerah

1 . Penerimaan Rp. 53 .228 '337 "OOO ,OO

2. Pengeluaran Rp" 12'067.426.000'00

Pembiayaan Netto Rp. 41.760.91 1.OOO,OO

Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Tahun Berkenaan RP.0'00

Pasal 2

Pendapatan daerah direncanakan sebesar
Rp1.975.765.702.000,00 (satu triiyun sembilan ratus
tujuh puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh lima
juta tr-rjuh ratus dua ribu rupiah), yang bersumber dari:

a. pendapatan asli;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

{1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar
Rp258.293.228.00O,OO (dua ratus lima puluh
delapan rnilyar dua ratrrs sernbilan puh.rh tiga iuta
dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang
terdiri atas:



{2J

(3i

(4)

ts)

a. pajak daerah;
b. retribusi daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp54.547.000.000,00 (lima puluh empat milyar lima ratus empat
puiuh tujuh juta rupiah).

Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat t1) huruf b
direncanakan sebesar Rp12 .A97.725.000,00 (dua belas milyar sembilan
puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hasii pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada aliat i1) huruf c direncanakan sebesar
Rp16.779.897.000,O0 {enam belas milyar tujuh ratus tujuh puluh
sembilan juta deiapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Lain-iain pendapatan asli daerah -vang sah sebagaimana dlmaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17a.868.606.000,00 (seratus
tujuh puluh empat rnil-var delapan ratus enarn puluh delapan juta enam
ratus enam riLru rupiah).

Pasai 4

t1i Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
direncanakan sebesar Rp1.6 12.372.624.000,00 (satu trilyun enam ratus
dua belas rnilyar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh
empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antar daerah.

{2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(tr) huruf a direncanakan sebesar Rp1.485.362.848.000,00 (satu trilSrun
empat ratus delapan puluh lima milyar tiga ratus enam puluh dua juta
delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan seLresar Rp127.009.776.AA0,00 {seratus dua puiuh
tujuh milyar sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pasal 5

(1) Lain-iain pendapatan daerah -yang sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal t huruf c direncanakan sebesar Rp105.099.850.000,00 (seratus
lima milyar sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribr.l
rupiah), yang terdiri atas:
a. pendapatan hibah; dan
b" iain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(21 Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp12.163.750.000,00 {dua belas milyar seratus
enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

i3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp92.936.1OO.OOO,OO (semhilan puluh dua milyar sembilan ratus
tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah).



Pasal 6

Anggaranbelanjadaerahtahunanggaran2o2ldirencanakansebesar
Rp2.0 lA.g2G.6ie.OO0,OO (d"ua trilyun .ii* belas milyar sembilan ratus dua

puluhenamjutaenamratustigabelasriburupiah),yangterdiriatas:
a. belanja oPerasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. Lrelanja transfer'

Pasal 7

(1) Anggaran beianja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a

direncanakan *"u.**r Rp 1 .a02.093.853.755,00 (satu tril3',un empat ratus

dua milyar sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu

tujuh ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a. Lrelanja Pegawai;
b. beianja barang dan jasa;
c. belanja hibah; dan
d. belanja bantuan sosial'

t2| Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanaka"n sebesar Rp883.S24.556.251,00 {delapan ratus delapan

puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh empat juta lima ratus lima
puluh enam ribu dua ratus enam puluh satu rupiah)'

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf tt

direncanakan sebesar Rp459 .756.905.987,00 (empat ratus lima puiuh
sembilan milyar tujuh ratus lima puluh enam juta Semkrilan ratus lima
ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah)'

{4} Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf c direncanakan
sebesar Rp40.557.011"507,00 (empat puluh milyar lima ratus lima puluh
tujuh juta sebelas ribu lima ratus tujuh rupiah).

(S) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

direncanakan sebesar Rp17.955.380"000,00 (tuj uh belas milyar Sembilan
ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh riLru rupiah).

Pasal 8

(f i Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf hr

direncanakan sebesar Rp222.94A.A62.245,AO {dua ratus dua puluh clua
milvar Semkrilan ratus empat puluh juta enam puluh dua ribu dua ratus
empat puiuh lima rupiah), yang terdiri atas:

a. brelanja modal tanah.
b. belanja modal peraiatan dan mesin'
c. belanja modal bangunan dan gedung.
d. belanja modai jaian, jaringan, clan irigasi; dan
e. belanja modal aset tetap lainnya;

t2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp2.529,950"000,00 (dua milyar lima ratus dua
puluhr sembilan jutzt sernbilan ratus lirna puiuh ribu rr-rpiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp42.310.897.500,00 (empat puluh dua
milyar tiga ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu
lima ratus rupiah).



(4)

ts)

(6)

Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada a1'at

(1) huruf c d.irencanakan sebesar Rp96.753 '474.750,00 (sembilan puluh
enam milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh
empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)'
Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sekragaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp78.657.131.955,00 (tujuh puluh
delapan milyar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu
ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah)'
Beianja modal aset tetap lainn-va sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e direncanakan sebesar Rp2.687.608.040,00 {dua milyar enam
ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu empat puluh
rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c
direncanakan sebesar Rp5.235.873.O00,00 (1ima mil3rar dua ratus tiga puluh
lirna juta d,elapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas beianja
tidak terduga.

Pasal 10

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d
direncanakan sebesar Rp386.656.821.OO0,00 (tiga ratus delapan puiuh enam
milyar enaffl ratus lima puluh enam juta delapan ratus ratus dua puluh empat
riLru rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja bagi hasil;
Ll. l:elanja bantuan keuangan;
c. belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat iU huruf a

direncanakan sebesar Rp6.937.738.000,00 (enam milyar sembilan ratus
tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah); dan

d. belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b
direncanakan sebesar Rp379.719.086.000,00 (tiga ratus tujuh puluh
sembilan mil-var tujuh ratus sembilan belas jutadelapan puiuh enam ribu
rupiah).

Pasal 1 I

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2O2l direncanakan sebesar
Rp41.160.911.O00,00 (empat puluh satu milyar seratus ertarr, puluh juta
sembilan ratus sebelas ribu rupiah), yang terdiri atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

{1} Anggaran penerimaan pernbiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1i huruf a direncanakan sebesar Rp53.228.337.000,00 (lima puluh tiga
mil__v*ar dua ratus dua puh"ih delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu
rupiahi. y-ang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelurnn]'a.

t2j Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnva
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a direncanakan sebesar
Rp53.228.337.000,0O (lima puluh tiga milyar dua ratus dua puluh
deiapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).



Pasal 13

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud daiam Pasal

11 huruf b dirLncanakan sebesar Rp12.067.426.OAA,00 (dua belas milyar
enam puluh tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah), 1'ang

terdiri atas penyertaan modal daerah.

(2) Penvertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k;

direncanakan sebesar Rp12.067.426.000,00 {dua belas milyar enam

puiuh tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Pasal 14

(1)

{2\

tu

(2)

(3)

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja
daerah mengakibu,tk..t terjadinya surplus/defisit seLtesar

Rp41 . 160.9 1 1.000,00 (empat puluh satu milyar serratus enam puluh juta
sernbilan ratus sebelas ribu rupiah).

Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan

terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar

Rp41.fOO.gf t.OOO,OO (empat puluh satu milyar seratus enam puluh juta
sembilan ratus sebelas ribu rupiah).

Pasal 15

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah
Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggaranny-a

dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan
daerah ini, yang seianjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran
pendapatan dan beianja daerah tahun anggaran 2A21, dengan tata cara
sesuai dengan ca,ra terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan
kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan
kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi
anggaran.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian

lua.r biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat rnengganggu kegiatan

pelayanan publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ay'at (1) meliputi:
a. kebutuhan daerah dalam rangka pelavanan dasar masyarakat yang

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat u'ajib;
c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendaii Pemerintah Daerah

dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/ atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atai-l
masyarakat.



Pasal 16

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan hagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

t. Lampiran I

2. Lampiran II

3" Lampiran III

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX

10. Lampiran X

1 i. Lampiran XI

12. Lampiran XII

13. Lampiran XIII

l+. Lampiran XIV

i5. Lampiran XV

16. Lampiran XVI

8

9

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok
dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Ringkasan APBD yang Dikiasifikasi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil
dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangal
APBD;

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;

Sikronisasi Program Prioritas Nasionai dengan
Program Prioritas Daerah;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah
Lainn5ra;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;

Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak {Multi Years);

Daftar Dana Cadangan; dan

Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 17

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional peiaksanaan
APBD.



Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
RepuLrlik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Koiusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Repubrlik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a286\;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AA4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 47 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a955);

7 " Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aa00);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor lA4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a+2ll;

9. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OA4 Nomor L26, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aa38);

i0. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah {l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik indonesia Nomor 50a9);

1 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2?ll tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2A19 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

1 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, TamLrahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor I
Tahun 2Al5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tami:ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e);



Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Purbalingga.

Ditetapka-n di Purbalingga
23 Desember 2020

.s
tlJ
L

PRATiWi

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 23 Desember 2A2O

$ DA&RAIT
PURBALINGGA,

KONTARDI
ERL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2O2O NOMOR 12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PROVINSI JAWA TENGAH: {12-358 I 2O2Ol

PURBALTNGGA,

t



KABUPATE.il PURBALIilGGA
AIilGKA$A.I{ A?BD YAilG DINLASI$I{ASI UEITURUT I'ELOIilgOK DAIT JEI|IS

PEI{DAPATAN, BELAISJA, DAT{ PEIilBIAYAAN IA}IU.I{ AXGGARA!5 2O2T

di Purbalingga
23 Desember 2O2O
i DAERAH
iPURBAItrNGGAY

DAERAH KABUPATEN PURBALII{GGA TAHUN 2O2O NOMOR 12

LAMPIRAT{ I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURB*LINGGA
NOM(}R 1? ?AHUN 2O2O
TEN?iENG
ANGGARAN PENDAPATAN DAI.I BELAI,TJA DAERAH
TA}IUH AI,6GGARA}.I 2*2 i
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9.Y{

ToS
\
*

l!
o-

l
U,

KODE URAIA!{ JIIMLATI

4 PEI{DAPA?AIT DAERAH
4"1 FETDAPATAN ASLI DAERA}I {PAD} 25A.293.228.00S

4.1.01 Pajak Daerah 54.547.0SS.CI80

4.L.A2 Retribusi Daerah 12.0S7.725.000

4.1.O3 Hasii Pengelolaee Kekayaanr Daerah yang llipisa&karr 14.779.897.O40

4.1.O4 I-ain-lain PAD yang Sah i74.868.606.000

4r? tr}EI{I}APAI''ATd TRAIISFER 1.612.37?.624.000

4.2.O1 Pendapatan Tfaasfer Pemerintah Pusat 1"485-362.848"O00

4.2.82 Pendapatan Transfer Aatar Daerah 12?"OOq.776.8*O

4r& LAT!5-LA'$ PPI{DAPATAX DAERAH YAHG SATI 105"O99.85r,.OOO

+.3.O1 Pendapatan Hibah 12.153_750.000

+.J.L/.3 SesuaiLain-lain Pendapatan Ketentuan Peratulan Ferurtdaag-Unctangan 92.S36_100.000

Jumlah Pendapatan L.976,766.702.OOO

D BELAI{JA
srl B6LAI{JA OPERASI 1.402.G93.853"?SS

5.1.C1 Belar{a Pegawar 883.824.55o.26 i
5.1.O2 Belanja BarangdanJasa 459.756.905.1187

5.1.O5 Elelanja Hibah 40.557.011.507

5.1.06 Balanja Bantuan Sosial 17.955.38CI.*t0

5r2 BSLANJA }TODAI, 222"940.462"248

5.2.O1 Belanja Modaf Tanatr 2-52S.q5*.OS*

5.2.O2 Belaqia Modal Peralatan dan Mesin 42.310.897.500

5.2.03 Bela4ia Modsl Gedung dan Bangunan 96.753.4?4_750

5-2-O4 Belanja Modal Jala*, Jarirrgarr, dan lrigasi ?8.65?.131.SS5

5.2.05 Belanja Modal Aset ?etap Lainnya ?.687"608.0,ii)
BELANJA TTDAt{ TERI}UGA 5.29S.473.000

5.3.O1 Belaaja Tidak Terduga 5.235.8?3.0*O
$r4 B&tAI{"TA TR,AT{S]F.SR 366.6$6"A24"OOO

5.4.O1 Belanja Bagi Hasil 6.93?.738.OO0

5.4.O2 Belaqia Bantuan Keuangan 379.71S"08S.OOS

Jumlah Bel*nja z.CI16.9?6"6X$.OS0

6l
?otal Surplusl {Defrelt}

PEMBIAYAAru

41.160.9t 1.OOO

6rI PEITERIITIAA$ PETilBIAYAAN $3.228.337.OOO

6.1.O1 Sisa l-ebih Ferhitarrgan Anggaran Tahun Sebelumnya 53.?28.33?.OSC
Jumlah Penerimaaa Pembiagraan 53.22E.34?"OOO

6r2 PEI{{}ELTI.&IeAIT PE!f,BTAYAAIT 12.06".425"O@
6.2.A2 Penyertaan Modal Daerah i2.067.4?6.0*0

J'rrnlah Fengeluatar Pcabiayaaa 12.057"426"OOO
Pembiayaan lletto 41.150.911".OOO

5r3 Sise Lebih Femblayaan Anggaran Daerat Tahun Berkenaaa 0

A
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